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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1 

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 

A. Konsonan Tunggal   

Huruf 
Arab 

Nama 
Latin 

Huruf Keterangan 

ا  Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

ب  Ba B Be 

ت  Ta T Te 

ث  Sa Ṡ Es dengan titik diatas 

ج  Jim J Je 

ح  Ha Ḥ Ha dengan titik dibawah 

خ  Kha Kh Ka dan Ha 

د  Dal D De 

ذ  Zal Ż Zet dengan titik diatas 

ر  Ra R Er 

ز  Zai Z Zet 

س  Sin S Es 

ش  Syin Sy Es dan Ye 

ص  Sad Ṣ Es dengan titik di bawah 

ض  Dad ḍ De dengan titik di bawah 
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ط  Ta Ṭ Te dengan titik di bawah 

ظ  Za ẓ Zet dengan titik di bawah 

ع  ‘Ain ‘ Apostrof terbalik 

غ  Ga G Ge 

ف  Fa F Ef 

ق  Qaf Q Qi 

ك  Kaf K Ka 

ل  Lam L El 

م  Mim M Em 

ن  Nun N En 

و  Waw W We 

ه  Ha H Ha 

ء  Hamzah ᾽ Apostrof terbalik 

ي  Ya Y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap  

   : ditulis Ahmadiyah  

C. Ta’ Marbuthah di akhir Kata  

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia  

  : ditulis Jama’ah  

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
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      : ditulis ni’matullah  

  : ditulis Zakat al-fitri  

D. Vokal Pendek  

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u  

E. Vokal Panjang  

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing 

dengan tanda (-) di atasnya.  

2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu 

mati ditulis au.  

F.  Vokal-vokal  Pendek  yang  Berurutan  dalam  Satu Kata 

dipisahkan dengan Apostrof  

: ditulis a’antum  

: ditulis mu’annas  

G. Kata Sandang Alif + Lam  

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …  

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …  

3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.  

4. Billâh ‘azza wa jalla  
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5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  

: ditulis al-Qur’an  

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya  

 : ditulis asy-syayi’ah  

H.  Huruf Besar  

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI)  

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat  

1. Ditulis kata per kata, atau  

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut  

 ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam 
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MOTTO 
 

 

“URIP IKU URUP, MENYALALAH UNTUK MENERANGI WALAU 
NYALAMU HANYA SETERANG LILIN. BERMANFAATLAH UNTUK 
ORANG LAIN DENGAN APA YANG KAMU PUNYA, WALAUPUN ITU 

SEKEDAR MEMBANTU MENYEBRANG JALAN” 
 

 "خير النّاس أنفعهم للنّاس"
 

-Mustafidin- 
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ABSTRAK 

Mustafidin, Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan 
Wonopringgo. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam 
Universitas Islam Negeri KH. Aburrahman Wahid Pekalongan. Dosen 
Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H. 

Setiap tahun banyak tanah yang didaftarkan untuk diwakafkan ke Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo. Namun, banyak dijumpai bahwa 
pada tahun 2021-2022 tanah yang sudah didaftarkan di KUA sampai sekarang 
masih banyak yang belum bersertifikat tanah wakaf. Hal ini menunjukkan 
pelaksanaan peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf kurang efektif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sertifikasi tanah wakaf yang 
ada (eksisting) di Kecamatan Wonopringgo, Faktor-faktor yang mempengaruhi 
lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo dan implikasi 
hukum atas lambatnya pembuatan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan 
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan 
sosiologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi lapangan, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan mengumpulkan data baik 
sumber primer maupun sumber data sekunder, penyajian data, reduksi data dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi sertifikasi tanah wakaf 
yang ada (eksisting) di Kecamatan Wonopringgo yaitu yaitu Nadzir yang mengurus 
dan mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional yang 
semestinya dilakukan oleh PPAIW. Adapun Faktor-faktor lambatnya sertifikasi 
tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo dapat dilihat dari tiga (3) elemen teori 
Lawrence M. Friedman tentang Sistem Hukum adalah sebagai berikut: Pertama, 
melihat dari substansi hukum tidak menjadi faktor. Kedua, melihat dari struktur 
hukum, lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo terjadi 
karena faktor pada pihak-pihak pelaksana sertifikasi seperti: 1) Nadzir tidak 
memiliki kapasitas kapasitas yang cukup dalam mengetahui dan memahami 
perundang-undangan wakaf. 2) Wakifnya sudah meninggal namun tanah wakafnya 
masih satu sertifikat dengan tanah ahli waris. 3) PPAIW membiarkan nadzir yang 
kurang faham dengan Undang-Undang wakaf harus mendaftarkan sendiri tanah 
wakaf ke kantor BPN. Ketiga, melihat dari budaya hukum, lambatnya sertifikasi 
tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo terjadi karena walaupun masyarakat 
Kecamatan Wonopringgo termasuk orang-orang yang agamis dan bisa dikatakan 
sadar akan pentingnya wakaf namun kurang sadar akan pentingnya administrasi 
tanah wakaf. 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Sertifikasi, Tanah wakaf.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wakaf merupakan perbuatan untuk memisahkan atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 

atau kesejahteraan umum menurut syariah.1 

Walaupun wakaf merupakan ibadah kebendaan yang tidak termaktub 

secara terang dalam Al-Qur’an dan Hadits, tetapi para ulama berpendapat 

bahwasannya perintah wakaf termasuk bagian dari perintah untuk melakukan 

kebaikan.2 Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : 

 ... وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

 “…dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”3 

Menurut Hukum Agraria seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial 

yang mampu memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum,4 maka 

mengenai wakaf tanah di wilayah Indonesia dilindungi dan diakui oleh negara. 

Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah 

 
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
2 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung : Rafika Offset, 2008), hlm. 7.   
3 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 483. 
4 Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 
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Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang PeIaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Tanah merupakan salah satu benda yang banyak diperuntukan wakaf 

oleh masyarakat di Indonesia. Walaupun sekarang sudah banyak dijumpai 

wakaf selain tanah seperti wakaf uang, wakaf produktif dan berbagai wakaf 

lainnya, namun mewakafkan benda dalam bentuk tanah masih dominan 

dilakukan masyarakat.5 Hal itu dikarenakan wakaf dalam berupa tanah 

pemanfaatannya akan lebih luas tergantung kebutuhannya, bisa dibangun 

tempat ibadah, sekolah, ruko dan lain-lain yang berkenaan dengan 

kemaslahatan khalayak. 

Melihat banyak dan luasnya manfaat tersebut, ada beberapa peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah tentang keharusan tanah wakaf dicatat dan dibuat 

sertifikat. Diantara peraturan-peraturan tersebut adalah: 

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria. 

 
     5 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta 

: Rajawali, 1989), hlm. 1. 
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Adanya kewajiban mendaftarkan tanah seperti halnya yang dijelaskan 

dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu untuk 

terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum dari tanah milik. Selain 

itu, sertifikasi tanah wakaf dilakukan agar terciptanya tertib hukum dan tertib 

administrasi guna melindungi harta benda wakaf, mencegah terjadinya konflik 

penarikan tanah wakaf sepihak serta mencegah terjadinya penyelundupan 

hukum terhadap harta benda wakaf. 

Permasalahan sertifikasi wakaf tanah sebenarnya sudah diatur secara 

gamblang dalam regulasi perundang-undangan, namun pada kenyataan di 

Indonesia, khususnya Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan masih 

banyak dijumpai tanah-tanah wakaf yang tidak bersertifikat tanah wakaf. Pada 

dasarnya, harta benda wakaf merupakan harta milik umat, begitu pula 

kemanfaatannya juga seharusnya bisa kembali untuk umat. Untuk mencapai 

hasil yang ideal, tanah wakaf mesti diproses dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang ada agar tujuan dari wakaf bisa tercapai yaitu manfaat bagi 

kepentingan umat. 

Dari data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Wonopringgo pada tahun 2021 telah terdaftar 16 lokasi wakaf, 2 

(dua) tanah wakaf sudah bersertifikat tanah wakaf dan yang lainnya masih 

dalam tahap pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Sertifikat tanah wakaf 

tersebut beguna sebagai kepastian hukum untuk melindungi dari konflik tanah 

wakaf diambil kembali oleh ahli waris jika wakif telah meninggal. 
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Tabel 1: Pendaftaran tanah wakaf di KUA Kecamatan Wonopringgo 

tahun 2021 

No. Wakif Nadzir Nomor AIW Sertifikat 

1 Ali Abtadi Badan Hukum NU WT.2/001/06/2021 Sudah  

2 Ali Abtadi Badan Hukum NU WT.2/002/06/2021 Sudah  

3 Nur Janaha 
Badan Hukum 

Yayasan Al Ahqof 
WT.2/003/06/2021 Belum 

4 
Ainu 

Rozanah 

Badan Hukum 

Muhammadiyah 
WT.2/004/08/2021 Belum 

5 Takhmit Badan Hukum NU WT.2/005/09/2021 Belum 

6 Nur Khayat Badan Hukum NU WT.2/007/05/2021 Belum 

7 
Mohammad 

Choldun 
Badan Hukum NU WT.2/008/10/2021 Belum 

8 
Tamin 

Khasani 
Badan Hukum NU WT.2/009/11/2021 Belum 

9 Lukman Badan Hukum NU WT.2/010/11/2021 Belum 

10 Ali Abtadi Badan Hukum YMI WT.2/011/11/2021 Belum 

11 Riyanawati Badan Hukum YMI WT.2/012/11/2021 Belum 

12 
Nur 

Ismiyati 
Badan Hukum YMI WT.2/013/11/2021 Belum 

13 
Nurul 

Hidayah 
Badan Hukum YMI WT.2/014/11/2021 Belum 

14 Nur Khayati Badan Hukum NU WT.2/021/12/2021 Belum 



5 

15 
Nur 

Khamilah 
Badan Hukum NU WT.2/022/12/2021 Belum 

16 
Hj. S. 

Chamidah 
Badan Hukum NU WT.2/015/12/2021 Belum 

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

Melihat realita pengurusan pendaftaran tanah wakaf tersebut dengan 

kurun waktu lebih dari satu tahun terdapat 87,5% tanah wakaf yang belum 

selesai sampai terbit sertifikat tanah wakaf. Hal ini menunjukkan pelaksanaan 

peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf kurang efektif, padahal secara 

prosedural pembuatan Sertifikat tanah wakaf hanya membutuhkan waktu 

kurang lebih 4 bulan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf 

menyatakan bahwa; PPAIW atas nama Nadzir harus sudah mendaftarkan harta 

benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak akta ikrar wakaf ditandantangani.6  

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa; PPAIW atas nama Nazhir 

menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang 

diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor 

 
6 Pasal 32s ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

penandatanganan AIW atau APAIW.7 

Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan 

menyatakan bahwa; jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tanah 

wakaf untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat adalah 98 hari dan untuk 

tanah yang sudah bersertifikat adalah 5 hari terhitung sejak penerimaan berkas 

lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.8 

Realita pada peraturan tersebut yang tidak berjalan sesuai rencana, 

menunjukkan adanya sebuah permasalahan. Permasalahan ini mungkin berasal 

dari beragam faktor, bisa masalahnya pada peraturan itu sendiri, bisa di 

masyarakatnya ataupun penegak hukumnya. Dengan adanya permasalahan 

demikian, untuk menemukan sumber dari permasalahan harus dilakukanlah 

sebuah penelitian sehingga dapat menemukan solusi yang tepat. 

Melihat fakta permasalahan yang telah disebutkan, penulis akan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi wakaf 

di wilayah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dalam teori 

sistem hukum dijelaskan bahwa efektif dan berhasilnya penegakan hukum jika 

penerapannya memenuhi 3 komponen, yaitu struktur hukum (structure of law), 

substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). 

 
7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian 
Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 

8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. 
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Penulis berharap dengan menggunakan teori sistem hukum dapat 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi tanah 

wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Wonopringgo berjalan tidak efektif. 

Berdasarkan latar belakang inilah penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN 

SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN WONOPRINGGO”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi sertifikasi tanah wakaf yang ada (eksisting) di 

Kecamatan Wonopringgo? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya sertifikasi tanah 

wakaf di Kecamatan Wonopringgo? 

3. Bagaimana implikasi hukum atas lambatnya pembuatan sertifikat tanah 

wakaf di Kecamatan Wonopringgo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sertifikasi tanah wakaf yang 

ada (eksisting) di Kecamatan Wonopringgo. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi lambatnya 

sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo. 

3. Untuk mengetahui implikasi hukum atas lambatnya pembuatan sertifikat 

tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat Penelitian penelitian sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Mampu memberikan sumbangsih pemikiran khususnya bagi 

perkembangan hukum Islam dan bagi perkembangan ilmu hukum 

pada umumnya. 

b. Memberi pengetahuan guna solusi dalam permasalahan wakaf, 

khususnya dalam hal proses sertifikasi tanah wakaf. 

c. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan diskusi bagi 

mahasiswa fakultas Syariah dan hukum, penegak hukum, maupun 

masyarakat. Serta diharapkan mampu berguna bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan terutama dalam rangka mengembangkan analisa 

tentang proses sertifikasi tanah wakaf. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai proses 

sertifikasi tanah wakaf. 

E. Kerangka Teoretik 

Pendaftaran tanah wakaf atau bisa disebut Sertifikasi tanah wakaf 

dilakukan dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf. 

Fungsi lain sertifikasi tanah wakaf yaitu mencegah munculnya masalah 

sengketa pada tanah wakaf, maka kesadaran hukum masyarakat harus 

diperhatikan terlebih dalam masalah pengurusan sertifikat tanah wakaf, agar 

mencegah jatuhnya tanah wakaf kepada pihak-pihak yang tidak semestinya.  
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Dalam Bab IV Bagian Kesatu PP No. 42 Tahun 2006 telah mengatur 

mrngenai tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Paragraf 

pertama, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39, jika dibuat bentuk narasi pendaftaran 

sertifikasi tanah wakaf, adalah sebagai berikut:9 

Wakif beserta Nadzir dan para saksi mendatangi Kantor Urusan Agama 

(KUA) menghadap kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW). Kemudian PPAIW memeriksa berkas-berkas persyaratan wakaf 

dilanjutkan mengesahkan Nadzir. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan 

para saksi dan PPAIW, Kemudian PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) 

sekaligus salinannya. Wakif, Nadzir dan para saksi kembali ke rumah masing-

masing membawa Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kepala KUA selaku PPAIW 

mewakilkan Nadzir datang ke kantor Kementrian Agama Kota atau Kabupaten 

membawa berkas permohonan sertifikat tanah wakaf untuk diteruskan ke 

Badan Pertanahan Kota atau Kabupaten. Badan Pertanahan Kota atau 

Kabupaten membuatkan sertifikat tanah wakaf. Setelah sertifikat jadi, sertifikat 

tanah wakaf diserahkan oleh Kepala kantor Badan Pertanahan Kota atau 

Kabupaten kepada Nadzir. Kemudian Nadzir kembali ke Kantor Urusan 

Agama membawa dan menunjukkan sertifikat tanah wakaf kepada PPAIW 

guna dicatatkan pada daftar Akta Ikrar Wakaf. 

Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana 

hukum bisa dikatakan efektif yaitu dengan mengukur sejauh mana aturan 

 
9 Pasal 38, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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hukum itu dipatuhi dan sejauh mana hukum itu tidak dipatuhi. Apabila sebuah 

aturan hukum sudah dipatuhi oleh sebagian besar objek sasaran, maka kita 

dapat mengatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif.  

Menurut Lawrence M. Friedman, suatu peraturan perundang-undangan 

dikatakan efektif jika penerapannya memenuhi 3 komponen sebagai berikut10: 

1. Substansi hukum (Substance rule of the law), dalam hal ini meliputi; 

a. Aturan, Norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem 

hukum. 

b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum 

itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. 

2. Struktur hukum (Structure of the law) 

Struktur sistem hukum terdiri dari: 

a. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (yaitu jenis 

kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa) 

b. Bagaimana penataan dalam badan legislatif, berapa jumlah orang yang 

duduk di Komisi Dagang Federal, ketentuan tentang aturan boleh atau 

tidaknya sesuatu dikerjakan, prosedur yang harus diikuti. 

c. Tata cara naik banding dari suatu pengadilan ke pengadilan lainnya. 

3. Budaya hukum (Legal culture) 

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada 

hubungannya dengan hukum dan sistem hukum. Berikut sikap-sikap dan 

 
10 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social 

Sience Prespektive), (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 32. 
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nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negative kepada 

tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum ini dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu kultur hukum internal dan kultur hukum 

eksternal. 

Dengan melihat narasi diatas dapat diketahui bahwasannya penulis akan 

melakukan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum yang di kemukakan 

oleh Lawrence M. Friedman dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan 

sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 

Pekalongan. Dimana terdapat tiga komponen dasar meliputi substansi yaitu  

regulasi tentang sertifikasi tanah wakaf, struktural yaitu penegak hukum serta 

budaya yang meliputi budaya dari para pejabat dan budaya masyarakat di 

kecamatan Wonopringgo. Penelitian ini juga akan didukung dengan teori 

tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. 

Gustav Radbruch mengemukakan ada 3 nilai untuk mencapai tujuan 

hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.11 

1. Keadilan 

Keadilan hukum yaitu perlakuan adil, tidak memihak salah satu pihak 

namun memihak kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak merugikan 

seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing 

pihak sesuai dengan haknya. 

 

 
     11 Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan 

PKPU “PTB”, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 36 No. 3, (Mataram: 
Jatiswara, 2021), hlm. 329 
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2. Kemanfaatan 

Kemanfaatan hukum yaitu hukum harus memeberikan kemanfaatan 

bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi masyarat yang 

merasa dirugikan atupun bagi masyarakat yang merasa tidak dirugikan, 

artinya semua pihak merasakan setiap putusan hukum. 

3. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum yaitu ketentuan maupun putusan hakim harus 

berdasarkan aturan yang jelas, konsekuen, konsisten dan teratur serta 

terbebas dari pengaruh subyektifitas. 

Bagan 1: Kerangka Teori 
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F. Penelitian yang Relevan 

Karya ilmiah yang membahas tentang perwakafan sudah banyak, namun 

hingga saat ini masih sangat menarik untuk dikaji. Karya ilmiah yang telah 

mengkaji perwakafan diantaranya yaitu: 

1. Skripsi Lestari Rahma Yuniarti yang berjudul “Kesadaran Hukum 

Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan 

Pekalongan Utara)”. Lestari menjelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi 

tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Utara belum sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan dan 

peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik. Banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, hal 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: tingkat pendidikan 

yang rendah, keadaan sosial dan mata pencaharian masyarakat. Tingkat 

kesadaran hukum masyarakat sekitar cukup rendah berdasarkan pada 

pengetahuan hukum lima wakif dan lima nazhir yang cukup baik mengenai 

dasar perundang-undangan terkait sertifikasi tanah wakaf, namun 

beberapa wakif dan nadzir tidak memahami secara jelas terkait proses 

pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang dilaksanakan di Kecamatan 

Pekalongan Utara, sehingga sikap perilaku nadzir dan wakif tidak 

mencerminkan perbuatan hukum yang sesuai dan patuh pada peraturan-

peraturan yang berlaku.12  

 
12 Lestari Rahma Yuniarti, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf 

(Studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Utara), Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 
(Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016) 
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2. Skripsi Ilman Khaqiqi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dalam 

Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kelurahan Kajen Kabupaten 

Pekalongan)”. Khaqiqi menyimpulkan bahwa pemahaman dan 

pengetahuan hukum masyarakat mengenai hukum sertifikasi tanah wakaf 

dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah bahwa masyarakat tidak 

pernah secara nyata mendapat pendidikan mengenai peraturan-peraturan 

tertulis terkait sertifikasi tanah wakaf dan nihilnya sosialisasi dari Badan 

Pertanahan Negara (BPN) dan pihak KUA setempat serta tidak adanya 

etos kerja yang baik dalam sebuah instansi yang terkait mengenai 

permasalahan perwakafan.13  

3. Skripsi Diyah Zulfa Azizah yang berjudul “Pemahaman Nadzir Terhadap 

Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Randudongkal, Kecamatan 

Randudongkal, Kabupaten Pemalang”. Diyah menjelaskan bahwa 

mayoritas nadzir di desa Randudongkal sudah memahami mengenai 

sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan atas aset wakaf, namun 

pemahaman yang baik tersebut belum diiringi dengan tindakan nyata 

untuk mensertifikatkan tanah wakaf yang belum bersertifikat dengan 

alasan biaya yang mahal untuk mengurus sertifikat tanah. Pengelolaan 

tanah wakaf di desa Randudongkal sudah bagus, baik tanah wakaf yang 

sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Hanya sebagian kecil saja 

 
13 Ilman Khaqiqi, “Kesadaran Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di 

Kelurahan Kajen Kabupaten Pekalongan)”, Skripsi Fakultas Syariah, (Pekalongan: IAIN 
Pekalongan, 2017). 



15 

dari tanah wakaf yang belum bersertifikat yang belum optimal dalam 

pengelolaannya.14  

4. Skripsi Abdul Muhshi yang berjudul “Kesadaran Hukum Nadzir dalam 

Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten 

Pekalongan”. Abdul Muhshi menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum 

nadzir dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di daerah yang diteliti 

penulis tergolong masih rendah. Diantara implikasi hukum tanah wakaf 

yang tidak bersertifikat adalah bahwa tidak ada bukti otentik bagi tanah 

wakaf yang tidak memiliki sertifikat dan rentannya terjadi konflik yang 

memungkinkan adanya penarikan tanah wakaf secara sepihak.15 

5. Skripsi Riesky Diyah Mumpuni yang berjudul “Peran Nazir dalam 

Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-undang Wakaf (Studi di Desa 

Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)”. Riesky 

menjelaskan bahwa beberapa sebab tanah wakaf tidak dilakukan sertifikasi 

yaitu karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran 

sertifikasi tanah wakaf, demikian itu terjadi karena ketidakfahaman para 

wakif tentang arti penting dari sebuah pensertfikasian tanah wakaf. Faktor 

lain yaitu juga disebabkan karena para nazir masih rendah dalam 

pengetahuan tentang seluk beluk pelaksanaan pendaftaran dan 

pensertifikatan tanah wakaf, nazir memiliki pekerjaan dan kesibukan lain 

 
14 Diyah Zulfa Azizah, “Pemahaman Nadzir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa 

Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang”, Skripsi Jurusan Hukum 
Keluarga Islam, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021) 

15 Abdul Muhshi, “Kesadaran Hukum Nadzir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa 
Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, 
(Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019) 
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selain mengurusi wakaf, dan terdapat kesalahan nazir dalam memberi 

patok lokasi tanah wakaf untuk keperluan pembuatan surat ukur tanah dari 

BPN.16 

Tabel 2 : Data penelitian yang relevan 

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Lestari 

Rahma 

Yuniarti 

Kesadaran 

Hukum 

Masyarakat 

dalam 

Sertifikasi 

Tanah Wakaf 

(Studi Kasus di 

Kecamatan 

Pekalongan 

Utara) 

 Sama-sama 

meneliti  

sertifikasi 

tanah wakaf 

 Penelitian 

hukum 

empiris 

 Teori yang 

digunakan 

 Objek 

penelitian 

 Tempat studi 

kasus 

 

2 Ilman 

Khaqiqi 

Kesadaran 

Masyarakat 

dalam 

Sertifikasi 

Tanah Wakaf 

(Studi Kasus di 

Kelurahan 

Kajen 

Kabupaten 

Pekalongan) 

 Sama-sama 

meneliti  

sertifikasi 

tanah wakaf 

 

 Jenis penelitian 

 Teori yang 

digunakan 

 Objek 

penelitian 

 Tempat studi 

kasus 

 

 
     16 Riesky Diyah Mumpuni, “Peran Nazir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut 

Undang-undang Wakaf (Studi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang), 
Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2017) 
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3 Diyah 

Zulfa 

Azizah 

Pemahaman 

Nadzir 

Terhadap 

Sertifikasi 

Tanah Wakaf di 

Desa 

Randudongkal, 

Kecamatan 

Randudongkal, 

Kabupaten 

Pemalang 

 Sama-sama 

meneliti  

sertifikasi 

tanah wakaf 

 Pendekatan 

kualitatif 

 Teori yang 

digunakan 

 Objek 

penelitian 

 Tempat studi 

kasus 

 

4 Abdul 

Muhshi 

Kesadaran 

Hukum Nadzir 

dalam 

Sertifikasi 

Tanah Wakaf di 

Desa Kertijayan 

Kecamatan 

Buaran 

Kabupaten 

Pekalongan 

 Sama-sama 

meneliti  

sertifikasi 

tanah wakaf 

 

 Teori yang 

digunakan 

 Objek 

penelitian 

 Tempat studi 

kasus 

5 Riesky 

Diyah 

Mumpuni 

Peran Nazir 

dalam 

Sertifikasi 

Tanah Wakaf 

Menurut 

Undang-undang 

Wakaf (Studi di 

Desa Kandeman 

Kecamatan 

 Sama-sama 

meneliti  

sertifikasi 

tanah wakaf 

 Penelitian 

lapangan 

 Objek 

penelitian 

 Tempat studi 

kasus 
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Kandeman 

Kabupaten 

Batang) 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam proses menyusun research ini, penulis menggunkan metode 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, 

dimana penelitian ini memiliki objek kajian tentang perilaku masyarakat 

yang timbul akibat melakukan interaksi dengan sistem norma yang ada.17 

Jenis penelitan yuridis sosiologis tepat digunakan dalam penelitian ini 

karena penelitian ini mengamati objek kajian tentang perilaku masyarakat 

yaitu wakif, nazhir dan PPAIW ketika berinteraksi dengan sistem norma 

yang ada yaitu melaksanakan sertifikasi tanah wakaf. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi 

hukum yaitu pendekatan yang akan mengkaji hukum dalam konteks sosial, 

dimana hasil yang diinginkan adalah menjelaskan, menghubungkan dan 

menguji serta mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.18 

 

 

 
17 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51. 
18 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 90. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di wilayah Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Lokasi tersebut dipilih sebagai 

tempat penelitian karena banyaknya aset wakaf yang masuk, namun dalam 

proses pelaksanaan wakaf banyak yang belum tuntas sampai terbit sertifikat 

tanah wakaf. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara 

yang penulis lakukan kepada beberapa narasumber yakni: 

1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Wonopringo. 

2) Nadzir yang terlibat dalam pengurusan tanah wakaf di Kecamatan 

Wonopringgo yaitu Badan Hukum Nahdlatul Ulama (NU), Badan 

Hukum Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI), dan Badan Hukum 

Muhammadiyah. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder akan didapat dengan menghimpun data 

berupa: 

1) Bahan Hukum Primer, dalam hal ini adalah peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanahan 

khususnya pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan. Seperti; Peraturan Pemerintah Nomor 28 
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Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, Kompilasi Hukum Islam dalam buku III tentang 

Perwakafan, Arsip Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Pejabat Pencatat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wilayah KUA Kecamatan 

Wonopringgo, Arsip jumlah tanah wakaf yang belum memiliki 

sertifikat tanah wakaf dan data pertanahan wilayah Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang 

memberikan atas bahan hukum primer. Pada bahan hukum sekunder 

ini meliputi beberapa tulisan atau pendapat dari pakar hukum bidang 

pertanahan berupa buku, jurnal, artikel yang membahas mengenai 

sertifikasi tanah wakaf. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode dalam mengumpulkan data yang dilakukan penulis dalam 

penyusunan penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

Observasi disini yang dilakukan adalah dengan mengamati dan 

mencatat gejala apa saja yang timbul pada objek penelitian, yaitu melihat 
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secara langsung fakta-fakta yang diungkap oleh kenyataan pada 

lapangan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung kepada PPAIW dan Nadzir selaku pelaksana proses sertifikasi 

tanah wakaf di kecamatan Wonopringgo. Peneliti juga mengamati sarana 

dan prasarana dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di kecamatan 

Wonopringgo. 

b. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung 

antara pewawancara terhadap responden.19 Wawancara dilakukan 

dengan teknik wawancara terstruktur, yaitu pada wawancara ini peneliti 

membawakan kerangka pertanyaan untuk disajikan, akan tetapi cara 

penyampian pertanyaan diserahkan kepada kebijaksanan sumber data 

(responden). 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 

beberapa responden yang terdiri dari PPAIW Kecamatan Wonopringgo, 

Pegawai Kantor BPN Kabupaten Pekalongan dan 3 (tiga) Nadzir 

lembaga, yaitu Badan Hukum Nahdlatul Ulama (NU), Badan Hukum 

Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) dan Badan Hukum 

Muhammadiyah. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang 

 
19 Sukandarrumidi, Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 69.  
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hambatan /kendala yang dialami oleh para respoden dalam proses 

pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data-data berupa buku, 

peraturan-peraturan serta catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen, 

dan sebagainya yang berkaitan dengan wakaf di KUA Kecamatan 

Wonopringgo yang selanjutnya hasil dari penelitian ini dilakukan 

analisis konten dari dokumentasi tersebut.20 Data yang ingin peneliti 

peroleh di KUA Kecamatan Wonopringgo yaitu data tanah-tanah yang 

sudah ataupun belum bersertifikat guna memastikan tanah-tanah tersebut 

tidak bermasalah. 

6. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

menggunakan sebuah Interaktive Model dari Miles dan Huberman21, 

dimana kegiatan yang dilakukan seperti halnya: peneliti mengumpulkan 

data, baik sumber primer maupun sumber data sekunder, yang selanjutnya 

akan ditampilkan atau disajikan. Selanjutnya semua data yang telah 

diperoleh baik data lapangan ataupun pustaka pasti sangat beragam, 

sehingga untuk sesuai dengan kebutuhan akan dilanjutkan melakukan 

reduksi data. Reduksi data ini bertujuan agar data yang nantinya akan 

dijadikan bahan analisis merupakan data yang benar-benar relevan dengan 

 
20 Duri Andriani, Metodologi Penelitian, (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014), hlm. 

54. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, 

Enterpretif, Interaktif, dan Kontruktif, Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 132.  
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dengan tema riset yang dilakukan. Setelah reduksi data selesai, maka 

langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan.  

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dibuat untuk memudahkan dalam penyusunan dan 

dapat menggambarkan arah materi skripsi ini. Adapun sistematika penulisan 

skripsi ini dapat ditulis dalam sebuah paparan sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini, memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi tentang beberapa pembahasan. Pertama, membahas teori 

tentang konsep dasar wakaf. Teori tentang konsep dasar wakaf meliputi definisi 

wakaf, dasar hukum wakaf serta rukun dan syarat wakaf. Kedua, teori tentang 

sertifikasi tanah wakaf. Pembahasan ini berisi tentang pengertian sertifikasi, 

dasar hukum sertifikasi, tujuan dan manfaat sertifikasi tanah wakaf serta 

mekanisme pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Ketiga, teori tentang sistem 

hukum dari Lawrence M. Friedman. Keempat, teori tentang tujuan hukum dari 

Gustav Radbruch. 

Bab III adalah hasil penelitian, yang meliputi: Pertama, tentang 

perwakafan di Kecamatan Wonopringgo. Kedua, Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ketiga, 

implementasi sertifikasi tanah wakaf yang ada (eksisting) di Kecamatan 

Wonopringgo. 



24 

Bab IV berisi tentang analisis pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di 

Kecamatan Wonopringgo, yang meliputi: Pertama, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo. 

Kedua, implikasi hukum atas lambatnya pembuatan sertifikat tanah wakaf di 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tetang penelitian tentang pelaksanaan 

sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi sertifikasi tanah wakaf yang ada (eksisting) di Kecamatan 

Wonopringgo yaitu pemohon (calon wakif) datang ke KUA dengan 

membawa persyaratan tidak lengkap atau secara bertahap, proses 

pendaftaran lebih lama, dan Nadzir yang mengurus dan mendaftarkan 

tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional yang semestinya 

dilakukan oleh PPAIW. 

2. Faktor-faktor lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan 

Wonopringgo dapat dilihat dari tiga (3) elemen teori Lawrence M. 

Friedman tentang Sistem Hukum adalah sebagai berikut: 

a. Substansi Hukum 

Melihat dari substansi hukum, peraturan perundang-undangan tentang 

wakaf dan sertifikasi yanah wakaf tidak menjadi faktor lambatnya 

sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo. Namun dari 

banyaknya regulasi mengenai kewajiban pendaftaran tanah khususnya 

tanah wakaf, ternyata belum sepenuhnya diketahui dan dikenal oleh 

masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Wonopringgo, 

hal tersebut karena minimnya pengadaan sosialisasi.  
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b. Struktur Hukum 

Melihat dari struktur hukum, lambatnya sertifikasi tanah wakaf di 

Kecamatan Wonopringgo terjadi karena ada kendala yang dialami 

pada pihak-pihak seperti: 

1) Nadzir, dalam proses sertifkasi tanah wakaf nadzir menjadi faktor 

lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo 

karena kurangnya kapasitas nadzir dalam mengetahui dan 

memahami perundang-undangan wakaf. 

2) Wakif, dalam proses sertifkasi tanah wakaf terjadi kendala karena 

wakifnya sudah meninggal namun tanah wakfnya masih satu 

sertifikat dengan tanah ahli waris. 

3) PPAIW,  dalam proses sertifkasi tanah wakaf terjadi kendala 

karena ; PPAIW membiarkan nadzir yang kurang faham dengan 

Undang-Undang wakaf harus mendaftarkan sendiri tanah wakaf 

ke kantor BPN. 

c. Budaya Hukum 

Melihat dari budaya hukum, lambatnya sertifikasi tanah wakaf di 

Kecamatan Wonopringgo terjadi karena walaupun masyarakat 

Kecamatan Wonopringgo termasuk orang-orang yang agamis dan bisa 

dikatakan sadar akan pentingnya wakaf namun kurang sadar akan 

pentingnya administrasi tanah wakaf. 
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3. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari lambatnya sertifikasi tanah wakaf 

di Kecamatan Wonopringgo dapat dilihat dari tiga (3) elemen teori Gustav 

Radbruch tentang Tujuan Hukum adalah sebagai berikut: 

a. Keadilan Hukum 

Nilai keadilan dalam sertifikasi tanah wakaf adalah apabila kewajiban 

sertifikasi tanah wakaf tidak dilaksanakan, maka hak kepastian hukum 

dan perlindungan hukum atas tanah wakaf tidak bisa didapatkan. 

b. Kemanfaatan Hukum 

Keterlambatan pembuatan sertifikat tanah wakaf menimbulkan tanah 

wakaf tidak bisa mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah 

baik berupa uang, fasilitas inventaris maupun material bangunan dan 

sebagainya. Sehingga tanah wakaf tidak bisa dimanfaatkan secara 

maksimal sesuai dengan peruntukan wakaf. 

c. Kepastian Hukum 

Implikasi yang sangat fatal atas lamanya tanah wakaf tidak 

disertifikatkan adalah tidak adanya kepastian hukum atas tanah wakaf 

karena tujuan utama dari sertifikasi tanah wakaf adalah untuk 

terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum dari tanah 

milik. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, 

adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: 
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1. Kepada pihak akademisi agar terus melakukan pengkajian dan meneliti 

kembali mengenai sertifikasi tanah wakaf, karena masih banyak tanah 

yang belum disertifikasi dan juga karena mengingat sangat pentingnya 

tanah wakaf untuk disertifikatkan serta banyaknya dampak negatif akan 

tanah wakaf yang tidak bersertifikat. 

2. Kepada pihak pelaksana sertifikasi tanah wakaf seperti Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Nadzir agar bisa lebih memahami peran 

dan tugasnya serta bisa memahami peraturan perundang-undangan 

mengenai wakaf khususnya sertifikasi tanah wakaf. 

3. Kepada masyarakat yang ingin mewakafkan tanah agar bisa tahu dan 

faham akan pentingnya keutuhan harta wakaf dengan cara ikut andil dalam 

keterbukaan kepada pihak keluarga atas harta yang diwakafkannya. 
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